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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum
Acara Pidana (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang dikenal
dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya
disingkat dengan KUHAP. KUHAP yang tampaknya banyak membawa
perubahan yang “aktual dan fundamental”', apabila dibandingkan dengan
Herziene Indiesche Reglement (H.1.R) atau Relement Indonesia yang diperbaharui
(R.LB).

Perubahan yang aktual dan fundamental di dalam KUHAP tersebut adalah
mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Beberapa hal baru
yang membawa perubahan dalam hukum acara pidana Indonesia itu antara lain
yang tercantum di dalam KUHAP, yaitu:

1. Hak-hak tersangka/terdakwa
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana mengenai ganti rugi.

4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Gratika, Jakarta. 2000, Halaman : 4
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5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu Pra Peradilan.’

Ditinjau dari hal-hal yang merupekan inovasi di atas, terlihat adanya
perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang
dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.’

Salah satu inovasi yang seharusnya mendapat perhatian dewasa ini adalah
mengenai wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan yang ditandai dengan
dibentuknya lembaga dalam KUHAP, yaitu Pra Peradilan. Dalam hal ini, KUHAP
membentuk lembaga Pra Pemdilan bertujuan untuk menjaga ketertiban
pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdukwa terhadap
tindakan-tindakan penyidik/Kepolisian dan penuntut umun/Kejaksaan yang
melanggar hukum serta merugikan tersangka maupun terdakwa. Oleh karena itu
diperlukan lembaga Pra Peradilan, yang bérfungsi sebagai  alat
kontrol/pengawasan secara horizontal dari penyidik.*

Pra Peradilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan wewenang
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur
dalam KUHAP yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan,

penghentian penuntutan, kecuali penyampingan perkara'oleh Jaksa Agung

demi kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 Butir KUHAP Discbutkan bahwa Pra Peradilan adalah Wewenang Hakim pada
Pemeriksaan pendahuluan.
Loebby Loqman, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Halaman 8

S. Tanusubroto, Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982.
Halaman 80 ’



2. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadep mereka yang perkaranya
dikenakan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3,. Sah atau tidaknya penyitaan benda yang bukan termasuk alat bukti yang sah.
Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka ruang lingkup Pra Peradilan
meliputi perkara sah atau tidaknya penangkapan, sah atan tidaknya
penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau dihentikan pada tingkat
penuntutan, rehabilitasi bagi seorang yang perkara padanya dihentikan pada
tingkat penyidikan atau dihentikan pada tingkat penuntutan.

Dengan bertitik tolak péda hal-hal di atas penulis akan mencoba
menguraikan perihal wewenang yang dipunyai oleh hakim Pra Peradilan yang
diberikan oleh UU hukum acara pidana.

Apabila diperinci maka wewenang hakim dalam Pra Peradilan adalah
melakukan pengujian terhadap :

1. Sah atau tidaknya suatﬁ penangkapan;

2. Sah atau tidaknya suatu penahanan;

3. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;

4. Sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;

5. Menetapkan ganti rugi dan rchabilitasi terhadap mereka yang perkaranya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penyajian tersebut akan diuraikan pada Bab II.



Terhadap putusan Pra Peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali
terhadap putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan, maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum
dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 83 ayat 2).

Putusan Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan akhir, maka putusan Pra

Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
tidak dapat dimintakan kasasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis ingin membahas mengenai

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan.

. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan ini Penulis juga
merumuskan permaéalahannya, yaitu :
1. Mengapa tidak semua putusan Pra Peradilan dapat diajukan banding?

2. Mengapa putusan Pra Peradilan tidak dapat dikasasi?

. RUANG LINGKUP

Sedangkan untuk ruang lingkupnya, penulis membatasi pada Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau KUHAP, khusus

mengenai Pra Peradilan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan.



D. METODE PENULISAN

1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui
pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian di dalam menyusun skripsi ini lebih ditekankan pada
penelitian hukum normatif.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu berupa penelitian yang

menggambarkan suatu hal atau gejala tertentu, di mana penelitian ini

berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.
4. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan
peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, berupa
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta literatur-literatur yang
menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder dan Tersier adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa
literature-literatur, karya tulis ilmiah, dan berkas-berkas putusan hakim

yang berhubungan dengan materti penulisan skripsi ini. Bahan hukum



sekunder dan tersier ini berupa fext book, hasil karya dari kalangan
hukum, kamus, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.
5. Metode Analisis
Bahan hukum yang telah dihimpun, dianalisis dengan metode content
analysis, yaitu metode pengumpulan dan analisis data terhadap dokumen
untuk memperoleh kandungan informasi atau deskripsi kuantitatif dari isi

dokumen secara objektif dan sistematis.
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